~ PERATURAN BUPATI BENGKALIS ~ ~
NOMOR 29TAHUN 2015 -~ =~
e
' PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH '

- KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 = -
| ,"DE’NGAN'.'RAHMAT.;TUI}IAN.',YANG MAHA}ESA S
 BUPATI BENGKALIS,

Menimbang a.  bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah |
B merupakan penjabaran .dari* Rencana:’ Pembangunan -
Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana
Kerja Pemerintah, -diacu “dalam ‘penyusunan - Rencana
Kerja Satuan Kerja 'Perangkat Daerah, dan - menjadi- -
pedoman - dalam' - penyusunan Rancangan * Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah’;?' O I E R R IR
b.. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285-286 Peraturan
Menteri Dalam: Negeri Nomor . 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian = S
dan Evaluasi’Rencana ~Per‘nbanfgu"nan_ Daerah, Rencana - - -

Kerja 'Pembangunan"‘fDaerah, dapat ‘diubah -dalam hal S

..~ - tdak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun-
berjalan; P e e e e T T

c. - bahwa “sesuai: dengan’ ketentuan ' Pasal 9 ayat  (2)
Peraturan Menteri ‘Dalam Negeri ‘Nomor 27 Tahun 2014 .
tentang Pedoman g..fPen"y_usun_ah,-_:_,Pen'gen'dalian_'.”“danf .
Evaluasi -Rencana Kerja Pembangunan’ Daerah: Tahun
2015, Perubahan ‘RKPD Tahun 2015 menjadi landasan
penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun -
Perubahan Rancangan: Anggaran’ Pendapatan dan’ Belaja -

Daéra"h«’l_‘ahun' 2015; - - | | ,

d.' bahwa : berdasarkan . pertimbangan - sebagaimana
dimaksud dalam. huruf a; huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan  ‘Peraturan - Bupati ' Bengkalis tentang
Perubahan' Rencana. | Kerja' : ‘Pembangunan ' Daerah

: Kabupaten Bengkalis Tahun 2015; R R ,

Mengingat . : 1. .Undang-Undang. - Nomor 12 . tahun . 1956  tentang - e

I Pembentukan. . Daerah - Otonom " Kabupaten “ dalam

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran -
Negara Republik Indonésia Tahun 1956 Nomor 25); =
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesm Nomor 3731); =

Undang—Undang Nomor fl  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan . Negara (Lerribaran Negara Republik -
Indonesia  Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
“Tambahan. Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4355); ; :

;/Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

’ _Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik e
Indonesia 4400), P :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

: (Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);

.:Undang Undang ‘Nomor. 33 Tahun 2004 tentang =
: Perimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat -dan
Pemerintahan. - Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran ]

- Negara Repubhk Indonema Nomor 4438), :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ‘

L - Pembangunan Jangka Panjang. Nasional Tahun 2005-

o ..2025 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2007 :

" Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubhk S
'Indoneswl Nomor 4578) N

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan - Daerah = (Lembaran Negara Republik -
‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor  5587), sebagaimana _
‘telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun . -

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema
: Nornor 5679); ‘ :

. ‘Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
- Pengelolaan - Keuangan ~Daerah ~ (Lembaran Negara .

" Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan -
E Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4578); - '

10,
. Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan =
s Pemerintahan =~ Daerah (Lembaran Negara Republik

,_Indonesm:fl‘ahun 2005 Nomor’165);‘; S

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang:




‘Menetapkan
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,Pé‘fat'l,"l'raﬁ Pemermtah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
“Tahapan * Tata  Cara Penyusunan Pengendalian dan .
~Evaluasi  Pelaksanaan Reéncana Pembangunan Daerah

| (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2008 Nomor

© 21, ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

- Nomor 4817);

.12,

- Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
- Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
- Pengendalian -dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

s Indones1a Tahun 2010 Nomor 517),

1801
_tentang = Pedoman- Penyusunan, Pengendalian dan

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 27 Tahun 2014

_Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2015 (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014

L Nomor 470), -

14.

15.

. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun -
2007 ‘tentang Rencana ‘Pembangunan Jangka Panjang
- (RPJP) - Kabupaten: Bengkalis Tahun 2005 - 2025
; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2007. ‘

Nomor 03);

,Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 09 Tahun?
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah - (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 -

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun

~'~:;2011 Nomor 11); . o

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ‘PERUBAHAN
RENCANA ' KERJA | PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

- ' BENGKALIS TAHUN 2015

2.

S : BABI .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 l- g

k'Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan
1.5 Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Pemermtah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebaga1 unsur penyelenggaran pemermtahan daerah

P Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya

~disingkat DPRD adalah Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah
S Kabupaten Bengkahs - .
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;Anggaran Pendapatan‘ dari Belanja" Daerah yang‘

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

. Satuan KerJa Perangkat Daerah yang selanjutnyé

disingkat SKPD ‘adalah unit kerja Pemerintah Daerah

o yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang
- .daerah di hngkungan Pemermtah Daerah Kabupaten

Bengkalis.
. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan
: -Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
. Bengkalis." : :

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhltungkan sumber daya yang ada.

‘Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dllakukan ‘

secara terus . menerus dan terencana oleh seluruh

g komponen d1 daerah untuk mewujudkan visi daerah.

- 10.

11

E Program ‘adalah penjabaran kebuakan dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

_menggunakan sumberdaya ‘yang -disediakan untuk

mencapa1 hasﬂ yang terukur sesual misi.

Keglatan adalah baglan dari program yang dllaksanakan'

“oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian
- dari pencapalan sasaran terukur pada suatu program dan
"~ terdiri - dari sekumpulan tindakan pengerahan -
;sumberdaya baik berupa personal, barang modal

' termasuk peralatan dan teknologl ‘dana atau kombinasi

dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai -

" masukan (input). untuk menghasﬂkan keluaran (output)

_ dalam’ bentuk barang danj Jasa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah '
- Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015 yang selanjutnya

= -disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah

13,

... 15.

untuk perlode ) (lima) tahun.

fRencana Kerja - Pembangunan Daerah Kabupaten

Bengkahs yang selanjutnya' disingkat RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan daerah yang rnerupakan

- dokumen untuk perlode 1 (satu) tahun

‘Kebljakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja' o
. Daerah Kabupaten ‘Bengkalis yang selanjutnya disebut

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bldang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasari untuk periode 1 (satu) tahun i

: Prioritas - Plafon Anggaran : Sementara " Kabupaten
"Bengkahs yang selan_]utnya disebut PPAS adalah
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran.
“yang diberikan “kepada SKPD - untuk setiap program

sebagai acuan dalam penyusunan - Rencana Kerja

E Anggaran (RKA) -SKPD sebelum d1sepakat1 DPRD




BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan = RKPD- Tahun,’ 2015 merupakan dokumen
perencanaan yang strategis yang menjembatani antara
perencanaan = strategis jangka menengah daerah dengan
perencanaan dan penganggaran ‘tahunan serta menjadi
landasan dan | - pedoman operasional bagi penyusunan
'Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

. BABII -
MAKSUD DAN TUJUAN

- ‘f Pasal 8

(1) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 dimaksudkan
 sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS serta Perubahan Rancangan APBD
- Tahun Anggaran 2015. ' :

(2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 mempunyal'

tujuan untuk meWUJudkan perencanaan pembangunan

- daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan

pembangunan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten
hingga tingkat Provinsi dan Nasional. ’

~ BABIV
. SISTEMATIKA‘—;4
Pasal4

_ (1) S1sternat1ka Perubahan RKPD Tahun 2015 meliputi :
- VBABI ‘ Pendahuluan | :
" b. BABI . Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014

. -Sampai’ dengan Triwulan I Tahun 2015 o

c. BABII 3":",‘i£-",f~Rencana Program  dan  Kegiatan
... Prioritas Daerah o B
d. BABVI : ,*Penutup |

(2). Slstematlka Perubahan RKPD sebagaurnana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
~bagian tldak terp1sahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah
kesesuaian antara Perubahan RKA-SKPD Tahun 2015
terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan
Perubahan RKPD Tahun 2015.

Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari
hasil kesepakatan bersama DPRD tentang Perubahan KUA
Tahun 2015 dan Perubahan PPAS Tahun 2015, Pemerintah
Daerah  menggunakan Program dan Kegiatan hasil
pembahasan bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BENG

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal

1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H.

RHANNUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 29




